SALINAN

BUPATI DEIYAI
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI DEIYAI
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA DI KABUPATEN DEIYAI
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEIYAI,

Menimbang

o

bahwa dengan terjadinya Pandemi Virus Corona

(Covid 19) di seluruh dunia dan khususnya di

Deiyai, mengakibatkan Penetapan dan Pembagian

Dana Desa mengalami Perubahan;

b. bahwa Perubahan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, disebabkan Pergeseran Anggaran guna
keperluan penanganan pandemic Virus Corona
(Covid 19);

¢. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan
huruf b, perlu merubah Peraturan Bupati nomor 3
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan
Rincian Dana Desa di Kabupaten Deiyai Tahun
Anggaran 2021;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Tahun 2021 dalam Rangka Penanganan Pandemi

Virus Corona (Covid 19), Bupati melakukan

penyesuaian perhitungan rincian dana desa setiap

desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat
danKabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2057);
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2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 tahun
135, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-
Undang nomor 35 Tahun 2008 Nomor 112.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5405);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Deiyai di Propinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 4939);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5434},

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang
desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7 Tambahan  Lembaga Negara

Republik Indonesia Nomor 5459},
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan

peraturan  Pemerintah  Nomor 11 Tahun 2019
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6321

9, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perbendaharaan  Keuangan Negara (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan LembagaNegara Republik Indonesia

Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
4400):

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga
Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor
130, Tambahan  Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Negara

Republik Indonesia Nomor 5864};

14.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor

Nomor 220);
3
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan
di Desa (Berita Negara Republik di Desa (Berita
Negara Republik Indonesin Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2090);

16. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1838);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa;

19. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S.
702/MK.07/2019 tentang Penyampaian Rincian
Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 1
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Deiyai Tahun 2020 Nomor 1);

22.Peraturan  Menteri Keuangan (PMK) no.
156/PMK.07/2020 tentang perubahan ketiga atas
peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan

Dana Desa.

MEMUTUSKAN

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN

Menetapkan
DANA DESA DI KABUPATEN DEIYAI TAHUN
ANGGARAN 2021
4
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BAB |
KINTENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Deiyai;

2. Pemerintah Kabupaten  Deiyai adalah  Kepala
Daerah sebagai unsur Penyelengparan
Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewengangan Daerah Otonomi

3. Bupati adalah Bupati Deiyai
4. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara

adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna
anggaran kementrian negara/Lembaga;

5. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum
Negara adalah wunit organisasi di lingkungan
Kementrian Keuangan yang di tetapkan oleh
Mentri keuangan dan bertanggung jawab atas
pengelola anggaran yang berasal dari bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara;

6. Bagian Anggaran Bendahara umum Negara
adalah bagian anaggaran yang tidak
dikelompokan dalam Bagian Anggaran
Kementrian Anggaran/Lembaga;

7. Pemerintah Kabupaten Deiyai adalah Kepala

Daerah sebagai unsur Penyelenggaran

Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewengangan Daerah Otonomi

Bupati adalah Bupati Deiyai

. Kuasa Pengguna Anggaran Umum Negara yang
selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan

kerja pada masing-masing PPA BUN baik di

kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan
kerja di kementrian negara/Lembaga yang
memperoleh penugasan dari Menteri keuangan
untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung
jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari

BA BUN;

10. Kantor Perbendaharaan Negara yang selanjutnya
disingkat KPPN adalah Instansi Vertikal
Direktorat Jendral Perbendaharaan yang
memperoleh kuasa dari Bendahara Umum
Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi

Kuasa Bendahara Umum Negara;

© o
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Deiyai;

Distrik adalah Wilayah kerja kepala distrik
sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
adalah  Satuan Kerja perangkat daerah
Kabupaten Deiyai yang mengelola Keuangan dan
Aset Daerah;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
adalah Organisasi Perangkat Daerah yang
berfungsi melakukan pembinaan terhadap
pemerintahan kampung dan pemberdayaan
masyarakat;

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam system pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Pemerintahan Kampung adalah Perangkat
Kampung  sebagai unsur  penyelenggara
Pemerintahan Kampung;

Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya
adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
Perangkat Kampung adalah Unsur sekretariat
kampung pelaksana kewilayahan dan pelaksana
teknis;
Peraturan Kampung adalah Peraturan
Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan
Permusyawaratan Kampung Bersama Kepala
Kampung;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah
Rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Desa
yang dibahas dan disetujui Bersama oleh
Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan

Peraturan Desa;

Kekayaan Kampung adalah Barang milik
kampung yang berasal dari kekayaan kampung
asli, dibeli dan diperoleh atas beban APBK atau

perolehan hak lainnya yang sah;
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22, Rcke_ning Kas Desa adalah Rekening tempat
penyimpanan uang pemerintahan desa yang
menampung seluruh penerimaan desa dan
untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada
bank yang ditetapkan;

23. Alokasi Dasar adalah Alokasi minimal dana desa
yang akan diterima oleh setiap desa secara
merata yang besarnya dihitung berdasarkan
presentase tertentu dari anggaran dana desa
yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional;

24. Alokasi Afirmasi adalah Alokasi yang dihitung
dengan memperhatikan status desa tertinggal
dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi;

25. Alokasi Kinerja adalah Alokasi yang diberikan
berdasarkan kepada desa yang memiliki hasil
penilaian kerja terbaik;

26. Alokasi Formula adalah Alokasi yang dihitung
dengan memperhatikan jumlah penduduk desa,
angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan
tingkat kesulitan  geografis desa  setiap
kabupaten/kota;

27. Indeks Kesulitan Geografis Desa adalah Angka
yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis
suatu desa berdasarkan variable ketersediaaan
pelayanan dasar, kondisi  infrastruktur,
transportasi dan komunikasi;

28. Indeks Kebutuhan Dana Desa adalah Indikasi
dana yang peru dianggarkan dalam rangka
pelaksanaan Dana Desa;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini
adalah Sebagai Tindak lanjut Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor
222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana
Desa dan Peraturan Menteri Desa, Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) no. 156/PMK.07/2020
tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri
Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa
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2. Pembangunan Daerah tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia nomor 11 tahun
2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa tahun anggaran 2020.

3. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai

Landasan Hukum bagi Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Kampung dalam mengatur
pengelolaan  Dana  Desa terhadap Bantuan

Langsung Tunai tahun anggaran 2020 di
Kabupaten Deiyai.

4. Memberikan Acuan bagi pemerintah kampung
dalam penyelenggaraan kewenangan asal usul
dan kewenangan local berskala kampung yang
dibiayai oleh Dana Desa dalam melaksanakan
program kegiatan; dan

5. Memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten
dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan dana desa.

Pasal 3

Dana Desa diberikan kepada Pemerintah Kampung
dengan Tujuan :

a. Mengurangi kemiskinan;

b. Meningkatkan Perencanaan dan
Pengganggaran Pembangunan di tingkat
kampung dan Pemberdayaan Masyarakat;

c. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur

Kampung;

d. Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid
19)

e. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
Kampung

Pasal 4
Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada
prinsip-prinsip :

a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau
kepentingan seluruh warga kampung tanpa
membeda-bedakan;

b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan
kepentingan kampung yang lebih mendesak,
lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung
dengan kepentingan sebagian besar
masyarakat kampung  seperti  halnya
pencegahan Virus Corona (Covid 19);

v
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c. Kewenangan desa dengan mengutamakan
kewenangan hak asal usul dan kewenangan
local desa;

d. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa
dan kreatifitas masyarakat;

e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa
mengutamakan pelaksanaan secara mandiri
dengan pendayagunaan sumberdaya alam
desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan
ketrampilan warga desa dan kearifan lokal;

f. Berdikari mengutamakan pemanfaatan Dana
Desa dengan mendayagunakan yang dikelola
dari dan oleh masyarakat desa sehingga Dana
Desa berputar secara berkelanjutan diwilayah
desa

g. Berbasis sumber daya desa; mengutamakan
pendayagunaan sumberdaya manusia dan
sumberdaya alam yang berada didesa dalam
pelaksanaan pembangunan yang dibiayai
Dana Desa

h. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan
keadaan dan  kenyataan = karakteristik
geografis, sisiologis, antropologis, ekonomi
dan ekologi kampung yang khas serta
perubahan atau perkembangan kemajuan
kampung;

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 5

Dana Desa dalam hal ini pembagian Bantuan
Langsung Tunai Kampung merupakan dana
langsung yang dialokasikan oleh Pemerintah
Kampung dalam rangka meningkatkan kapasitas
Pelayanan Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat
dan Stimulan Swadaya Gotong Royong Masyarakat
dalam Pembangunan Kampung Serta Bantuan
Langsung Tunai dalam rangka pencegahan Virus
Corona (Covid-19)
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1.

2.

Pasal 6

Prinsip Pengelolaan Dana Desa adalah :
a. Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian
yvang tidak terpisahkan dari Pengelolaan

Keuangan Kampung yang tercantum dalam
APB Kampung;

b. Pengelolaan Dana Desa harus dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum,

administrasi dan teknis sesuai Peraturan
Perundang-undangan;

Pertanggungjawaban secara teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi
dengan:

a. Untuk kegiatan yang bersifat fisik konstruksi
dilampiri dengan  Design/Gambar dan
Rencana Anggaran Biaya (RAB) yvang telah
diverifikasi oleh pendamping desa dan
mengacu pada standar teknis bangunan
pemerintah (rekomendasi dari SKPD Teknis),
Foto Dokumentasi Kegiatan 0%, Foto
Dokumentasi Kegiatan S0%, Foto
Dokumentasi Kegiatan 100% dan Berita
Acara Pemerikasaan dan = Serahterima
pekerjaan vang disahkan oleh pendamping
lokal desa;
Untuk kegiatan yang bersifat fisik non
konstruksi/pengadaan Barang/Aset
Kampung dilengkapi dengan Nota/Kwintansi
vang mencantumkan spesifikasi barang, foto
dokumentasi barang, berita acara
pemeriksaan oleh tim desa dan berita acara
serah terima barang

Membelanjakan Dana Kampung yang bersifat
Fisik seperti Masker, Hand Sanitizer, Face
Shield serta Alat Pencuci tangan guna
meningkatkan pencegahan Virus Corona
(Covid 19).

Masyarakat Penerima Bantuan Langsung

Tunai adalah Masyarakat yang dikategorikan
Keluarga Miskin
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BADB IV
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 7

Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Deiyai
Tahun Anggaran 2020 di alokasikan secara merata
dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi;

c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi Formula.

Pasal 8

. Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada
pasal 7 a di hitung sebesar 65% (enam puluh

lima persen) dari anggaran dana desa secara
merata kepada setiap desa berdasarkan klaster

jumlah penduduk
.Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud

pada pasal 7 b dihitung sebesar 1% (satu persen)

dari anggaran dana desa dibagi secara

proporsional kepada desa Tertinggal dan desa
sangat Tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi

. Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud
pada pasal 7 c dihitung sebesar 3% (tiga persen)
dari anggaran dana desa dibagi kepada desa

kinerja terbaik
. Desa kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada

Pasal 8 ayat 4 merupakan desa yang dipilih
sebanyak 10% dari jumlah desa nasional yang
memiliki hasil kinerja terbaik
.Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud
pada Pasal 7 d dihitung sebesar 31% (tiga puluh
satu persen) dari anggaran dana desa dibagi
berdasarkan indikator :

a. Jumlah penduduk dengan bobot 10%

b. Angka kemiskinan desa dengan bobot 40%
c. Luas Wilayah desa dengan bobot 20%

d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30%

11
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Pasal 9

Penilaian Kinerja terbaik sebagaimana dimaksud
pada Pasal 8 ayat 4 berdasarkan Indikator Penilaian

a. Kriteria Utama, yaitu Desa yang tidak menerima
Alokasi Afirmasi
b. Kriteria Kinerja berdasarkan Variabel:

a.

b.
c.

d.

Pengelolaan Keuangan Desa dengan Bobot
20%

Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%
Capaian Keluaran Dana desa dengan Bobot
25%; dan

Capaian hasil pembangunan desa dengan
bobot 35%

Pasal 10

1. Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana pada
pasal 6 di nilai perubahan rasio APBDes terhadap
total pembangunan dan pemberdayaan terhadap
bidang APBDes

2. Pengelolaan dana desa sebagaimana pasal 6
dinilai ddari presentase kesesuaian bidang
pembangunan dan pemberdayaan = sebagai
prioritas dana desa terhadap total dana desa dan
presentase pengadaan barang jasa dana desa
secara swakelola

3. Capaian  keluaran (Output) Dana  Desa
sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari
presentase capaian output dana desa.

4, Capaian hasil (Outcome) pembangunan desa
sebagaimana pada Pasal 6 dinilai dari perubahan
sector IDM, perubahan status desa, status desa
terakhir dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 11

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal
2, di hitung berdasarkan data jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, indeks kesulitan
geografis yang bersumber dari kementrian yang

berwenang dan atau Lembaga ~ yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.
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Pasal 12

Pengalokasian Rincian Dana Desa setiap Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 8

dihitung dengan menggunakan rumus :
DD Kab/Kota : AD Kab/Kota + AA Kab/Kota + AK

Kab/Kota + AF Kab/Kota

Keterangan :

DD Kab/Kota : Dana Desa setiap Daerah
Kabupaten/Kota

AD Kab/Kota : Alokasi Dasar setiap Daerah
Kabupaten/Kota

AA Kab/Kota : Alokasi Afirmasi setiap Daerah
Kabupaten/Kota

AK Kab/Kota : Alokasi Kinerja setiap Daerah
Kabupaten/Kota

AFKab/Kota : Alokasi Formula setiap Daerah
Kabupaten/Kota

Pasal 13

Dana Desa merupakan dana langsung yang
dialokasikan oleh Pemerintah kampong dalam rangka
meningkatakan kapasitas Pelayanan pemerintah.
Pemberdayaan masyarakat dan Slimulan Swadaya
Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan
Kampung.
Pasal 14

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di
kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2021 sebagaimana
tercantum dalam lampiran 1 yangmerupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Deiyai
ini.
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(1)

(2)

(3)

(4)

BAB V
TATA CARA PENGGUNAAN DANA DESA
Bagian kesatu
BIDANG PEBANGUNAN DESA

Pasal 15

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

untuk meningkatakan kesejahteraan masyarakat

untuk peningkatan kualitas hidup manusia serta

penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dala,

rencana kerja Pemerintah Desa meliputi :

a. Peningkatan kualitas hidup;

b. Peningkatan kualitas kesejahteraan;

C. Penanggulang kemiskinan; dan

d. Peningkatan pelayanan publik.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a

untuk membiayai pelaksanaan program dan

kegiatan dibidang pelayanan sosial dasar yang

berdampak langsung pada meningkatnya kualitas

hidup masyarakat.

Peningkatan  kesejahteraan masyarakat desa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b

diutamakan untuk :

a. Membiayai pelaksanaan program yang bersifat
lintas kegiatan

b. Menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;

c. Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi
keluarga miskin

d. Meningkatkan pendapatan asli desa.

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat 3 antara lain bidang kegiatan produk unggulan

desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan,

BUMNDesa dan /atau bersama

embung/penampungan air kecil lainnya serta

sarana olaragah desa sesuai dengan kewenangan

desa.
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(5)

(6)

(7)

(8)

)

Pembangunan sarana olahragn  desa sehapaimana
dimaksud ayat (4) merupakanunit usnha  ynng
dikelola oleh BUMDesa Bersama,

Kegintan  peningkatan kesejnhteanan  masyarakat
lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan
diputuskan melalui musyawarah desa.
Penangpgulangan kemiskinan sebhapgaimana
dimaksud dalam dalam ayat (1) huruf ¢ diutamakan

a. Membiayai program penanggulangan
kemiskinan.

b. Melakukan pemuktakhiran data kemiskinan

c. Melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga
dan padat karya tunai untuk menyediakan
lapangan kerja.

d. Menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi
masyarakat desa yang menganggur.

e. Melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis
(Stunting)

Peningkatan pelayanan  publik  sebagaimana

dimaksud dalam ayat 1 huruf d diutamakanuntuk

membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan,

Pendidikan dan sosial.

Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil

(stunting) sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

huruf e meliputi :

a. Penyediaan air bersi dan senitasi;

b. Pemberian makanan tambahan dan bergizi
untuk balita.

c. Pelatihan pemantauan perkembangan

kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui.

d. Pengembangan apotik hidup desa dan produk

holtikultural untuk memnuhi kebutuhan gizi
ibu hamil dan ibu menyusui.

e. Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan

pemeriksaan berkala kesehatan bu hamil atau
ibu menyusui.

f. Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya

sesual dengan kewengan desa dan diputuskan
dalam musyawarah desa.
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(1)

(2)

Bagian Kedua
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 16

Dana Desa digunakan untuk membiayai program

dan kegiatan Dbidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas

dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan

hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru
untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat
Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber

daya sendiri.
Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang

diprioritaskan antara lain :

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan Desa.

b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang
dilaksanakan di Desa setempat.

c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa.

d. Pengembangan ketahanan keluarga.

e. Penelolaan dan pengembangan sistem informasi
Desa melalui pengembangan kapasitas dan
pengadaan aplikasi perangkat lunak (software)
dan perangkat keras (hardware) komputer untuk
pendataan dan penyebaran informasi
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
desa yang dikelola secara terpadu.

f. Dukungan pengelolaan kegiatgan pelayanan sosial

dasar di bidang pendidikan, kesehatan,

pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan
perempuan dan anak, serta pemberdayaan
masyarakat marginal dan anggota masyarakat

Desa penyandang disabilitas.

Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian
lingkungan hidup.

h. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana

alam dan konflik sosial serta penanganannya.

g.
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i Duliinpan permodnlan dan pengelolonn usnhn
ckonomi produlcatil yang dikeloln oleh BUMDesn
dan/atnn BUMDenn Beranmn,

B Dukunpan  pengelolnan usnhn elkonomi  oleh
kelompok  masyarakat,  koperasi  dan/atau
lembaga ekonomi masynrakat Desn lninnya,

k.  Pendayapunann  sumber  dayn  alam  untuk

kemadirian Desn dan peningkatan
kesejaohteraan masynrakat,
1. Penerapan  teknologi  tepat puna untuk

pendayagunann  sumber  daya  alam  dan
peningkatan usaha ckonomi pertanian berskala

produlktif.
m. Pengembangan kerja sama antar Desa dan

kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan

n. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

(3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa
sebagaimana dimaksud ada ayat (2) huruf (b) wajib
dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan
kerja sama antar Desa dan dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 17

Desa dalam perencanaan program dan Kkegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana
Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa
berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa,
yang meliputi :

1. Desa tertinggal dan/atau Desa sangat tertinggal
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang

meliputi :
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Pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa
Bersama melalui penyertaan modal,
pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran
bagi usaha ckonomi pertanian  berskala
produktif dan usaha eckonomi lainnya yang
difokuskan kepadn pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan.
Pembentukan usaha ekonomi warg/kelompok,
koperasi dan/atau lembaga ekonomi
masyarakat Desa lainnya melalui akses
permodalan yang dikelola BUMDesa dan/attau
BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi,
distribussi dan pemasaran bagi usaha ekonomi
pertanian  berskala produktif dan usaha
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan.

Pembentukan usaha ekonomi melalui
pendayagunaan sumber daya alam dan
enerapanteknologi tepat guna; dan

Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan
kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara

berkelanjutan.

2. Desa Berkembang memprioritaskan kegikatan
pemberdayaan masyarakat desa untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat
Desa yang meliputi :

a.

Penguatan BUMDesa dan/atau BUMNDesa
Bersama melalui penyertaan modal,
pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran
bagi usaha ekonomi pertanian berskala
produktif dan usaha ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada pembentukan
pengembangan  produk  unggulan  Desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
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D. Penpguatan  usaha  ekonomi  warga /kelompol,

koperagi dan/ntnu lembagn ekonomi
masyarakal desn lninnyn melalhul akses
permodalan yang dikelola BUMDeasa dan/atau
BUMDesa, pengelolann produksi, distribuai dan
pemasaran bagi usaha yang difolcuskan kepada
pembentukan dan  pengembangan  produk
unggulan dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan.

Penguatan dan pengembangan usaha ekonomi

melalui pendayagunaan sumber daya alam dan
penerapan teknologi tepat guna.

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas
kerja terampil dan pembentukan wirausahawan

di Desa; dan
e, Pengembangan lapangan kerja untuk
pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa

secara berkelanjutan.

tenaga

3. Desa maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan
kegiatan pemberdayaanmasyarakat Desa untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat
Desa yang meliputi :

Perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa
Bersama melalui penyertaan modal,
pengelolaan produksi, distribusi dan pemasran
bagi usaha ekonomi pertanian berskala
produktif dan usaha ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada pembentukan
pengembanganproduk  unggulan dan/atau
produkunggulan kawasan perdesaan.

a.

b. Perluasan usaha ekonomi warga/kelompok,
koperasi dan/atau lembaga ekonomi
masyarakat Desa lainnya melalui akses
permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau
BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasaran bagi usaha yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk
unggulan dan/atau produk unggulan kawasan

perdesaan.
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C. Perluasanusaha ekonomi melalui
pendayagunaan sumber daya alam dan

penerapan teknologi tepat guna.
Peningkatan kualitas dan Kkuantitas tenaga
kerja ahli di Desa; dan

Perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk
pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa

secara berkelanjutan
4. Desa Sangat Tertinggal, Desa tertinggal, desa
Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi :

d.

1. Pengelolaan secaara partisipatif Kkegiatan
pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan,
kesehatan, pemberdayaan warga miskin,
pemberdayaan perempuan dan anak, serta
pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota
mayarakat Desa penyandang disabilitas.

2. Pengelolaan secaara  partisipatif kegiatan
pelestarian lingkungan hidup.

3. Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana
alam dan konflik sosial, serta penanganan
kejadian luar biasa lainnya.

4. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas
masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi
dalam penggunaan Dana Desa yang kelola
secara transparan dan akuntable; dan

5. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam
memperkuat tata kelola Desa yang demokratis
dan berkeadilansosial.

5. Desa Sangat Tertinggal, Desa tertinggal, desa
Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya

Desa yang meliputi :

1. Penyusunan produk hukum di Desa yang
dikelola secara demokratis dan partisipatif.

20
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2.

4.

10.

Pembentukan  dan  pengembangan  budaya
hukum serta menegakkan peraturan hokum di

Desa.
Pembentukan dan pengembangan keterburukan

informasi untuk mendorong dan meningkatkan

partisipasi masyarakat Desa.
Penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui

penerapan nilai-nilai Pancasila,
Penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya

Desa,
Penggunaan Dana Desa selain diprioritaskan

untuk untuk membiayai kegiatan di bidang
pembangunan Desa juga untuk pemberdayaan

masyarakat Desa.
Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang

Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (14), menjadi prioritas
kegiatan anggaran dan belanja kampung yang
disepakati dan diputuskan melalui musyawarah
kampung.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas
penggunaan Dana Desa setelah mendapat
persetujuan Bupati.

Dalam memberikan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (16), Bupati/Walikota
memastikan pengalokasian Dana Desa untuk
kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi
dan/atau kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (17) diberikan pada saat evaluasi rancangan

peraturan Desa mengenai APBDes.
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Bapinn Ketipn
Mublilenni

Pananlt 18

(1) Prioritan  penpgunnan Dann Desn di bldang,
pembangunan Desn dan pemberdayann manyaralod
Dean sebapnimana dimakaud dalom pasal 13 dan 14
wajib dipublikaasilkan oleh pemerintah Desa kepada

masyarakat Deasn dirunng publilke yang dapat diaksen

masyarakat Desn,

(2) Publikasi penggunaan
dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara swakelola
peran  aeria

Dana  Dean  sebhagaimana

dan partisipatif dengan melibatkan

masyarakat Desa.
(3) Dalam hal Desa mempublikasikan penggunaan Dana

Desa di ruang public sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah Daecrah Kabupaten/Kota
memberikan sanksi administrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bagian keempat
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA

Pasal 19

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa

adalah bagian dari perencanaan pembangunan kampung.

(1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dan 14,
menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja
kampungang disepakati dan diputuskan melalui
musyawarah kampung.

(2) Hasil keputusan Musyawarah kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan

APBkampung.
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Dana Desa

(3) Penetapan  prioritas  penggunaan
Rencana Kerja

dilaksanakan dalam penyusunan
Pemerintah Kampung,.
(4) Pemerintah  kabupaten menyampaikan
tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi
Rencana Kerja Pemerintah Kampung

informasi

penyusunan
sebagaimana dimaksud dalam ayat(3)

(5) Rencana Kerja Pemerintah Kampung  dan
APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam Peraturan Kampung.

Pasal 20

Dalam hal pemetaan tipologi Kampung berdasarkan
tingkat kemajuan kampung untuk penyusunan
prioritas penggunaan kampung, Pemerintah
Kampung harus menggunakan data indeks Desa
membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementrian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.
(2) Informasi penggunaan data indeks Desa
Membangunsebagaimana dimaksud pada ayat(1)
harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah
Kabupaten dan menjadi acuan dalam penyusunan
Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai
ketentuan peratuaran perundang-undangan.

(1)

Pasal 21
(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
berpedoman pada pedoman umum yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.
(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
dengan diupayakan dengan lebih banyak menyerap
tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
(3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa,
dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB])
mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten

Dogiyai Tahun Anggaran 2021.

23
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(4) Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Dogiyai Tahun
Anggaran 2021 yang dimaksud pada ayat (3) adalah
telah dibagi menjadi 3 (tiga) Zona yaitu : Zona [ (satu),
Zona 11 (dua) dan Zona III (tiga) dan telah tertuang
dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
Tahun Anggaran 2021.

Pasal 22

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana
Desa.

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan
atas penggunaan Dana Desa.

(3) Pendampingan sebagaimana dimasksud pada ayat (2)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB VI
PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA
Bagian Kesatu
PENYALURAN DANA DESA
Pasal 23

(1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum
Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui
Rekening Kas Daerah (RKUD).

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa ke
RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah
Kabupaten/Kota dan Penyaluran Dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan berdasarkan
Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desadari
Bupati/Wali Kota.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan
ketentuan :
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a. Tahap I sebesar 40% dari Pagu Dana Desa setiap
desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT
Desa bulan ke satu sampai bulan kelima paling
cepat Januari
b. Tahap llsebesar 40% dari Pagu Dana Desa setiap
desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT
Desa bulan ke enam sampai bulan kesepuluh
paling cepat Maret
c. Tahap Illsebesar 30% dari Pagu Dana Desa
setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa bulan ke sebelas sampai bulan
keduabelas paling cepat akhir bulan November
(5)  Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri
dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling
lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh
persen); dan

d. Tahap II paling cepat bulan Julisebesar 40%
(empat puluh persen)

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan status Desa hasil penilaian yang
dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh
Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal,
dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 24

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
pasal 18 ayat (14) dan ayat (5) dilaksanakan setelah
kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa menerima dokument persyaratan
penyaluran dari Bupati/Walikota, dengan ketentuan

a. TahapI Berupa :

1. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara
pembagian dan penetapan rincian dana desa
setiap Desa.

Peraturan Desa Mengenai APBDes dan
3.  Surat Kuasa pemindah Bukuan dana Desa

n
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b.  Tahap Il berupa
1. Laporan realisasi Penyerapan dan capaian

keluaran dana  Desa  Tahun  Anggaran

Sebelumnya dan,
2. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian Keluaran

Dana Desa Tahap | menunjukkan Rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (Lima puluh
Persen) dan rata rata capaian keluaran menunjukkkan
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
dan

c. Tahap Il berupa :
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

dana desa sampai dengan Tahap II menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan Paling sedikit sebesar
90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75%

(Tujuh puluh lima persen); dan
2. Laporan konfergensi pencegahan sunting Tingkat

Desa tahun Anggaran sebelumnya.

3. Penyaluran dana desa sebagai Mana dimaksud pada
pasal 18 ayat (5) dilaksanakan oleh KPPN selaku
KPA penyaluran DAK fisik dan dana Desa menerima
Dokumen persyaratan penyaluran dari
Bupati/Walikota, dengan ketentuan:

a. Tahap I berupa :
1. Peraturan Bupati/Walikota mengenai

tatacara pembagian dan penetapan rincian
Dana Desa setiap Desa;

2. Peraturan Desa mengenai APBDes ; dan

3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
dan

4. Tahap II berupa ;
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa tahun Anggaran

sebelumnya;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran. Dana Desa tahap [ menunjukkan rata-
rata realisasi penerapan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
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keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar

35% (tiga puluh lima persen) dan
3. Laporan Kofergensi pencegahan stunting Tingkat

Desa tahun Anggaran sebelumnya.

(5). Bupati/ Walikota bertanggungjawab untuk

menerbitkan surat Kuasa pemindahbukuan dana
Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a
angka 3 dan ayat (2) huruf a Angka 3 untuk seluruh
Desa, dan wajib disampaikan pada saat
penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
tahap 1 pertama kali.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b angka 1 dan angka 2 serta huruf c
angka 1 ; dan ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2
dihitug berdasarkan rata-rata persentase capaian
keluaran dan seluruh kegiatan.

(6).

(7). Penyususnan laporan realisasi penyerapan dan

capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data
bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran,

satuan keluaran dan capaian keluaran.

(8). Dokumen persyaratan penyaluran sebagaiamana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan
dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh
Bupati/Walikota atau wakil Bupati/Wakil Walikota
atau pejabat yang ditunjuk.

(9). Dokumen Persyaratan Penyaluran dana Desa
Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan dalam bentuk dokumen fisik
(hardcopy) dan atau dokumen elektronik (softcopy).
Dokument elektronik (softcopy) diolah melalui
aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral

Perbendaharaan.
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Bagian Kedua
PENCAIRAN DANA DESA
Pasal 25

(1). Pemerintah Kampung Membuka Rekening Kas Desa
(RKD) pada Bank Papua Kantor Cabang Waghete

Kabupaten Deiyai;

Kepala Kampung Bertanggug Jawab atas Penggunaan

Dana desa;

(3). Pemerinah daerah dapat Melakukan Pendampingan
atas Penggunaan Dana Desa;

(4). Kepala Kampung Mengajukan Permohonan
Penyaluran Dana Desa Kepada Bupati Deiyai melalui
Kepala DPMK dengan melampirkan semua
persyaratan pencapaian;

(5). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Kampung  Kabupaten Deiyai = mengumpulkan
dokumen pencairan dana desa dari kampung melalui

Kepala kampung dan Aparat Kampung.

(2).

(6). Dokumen Pencairan dana Desa dalam aya (5) meliputi:

a. Surat Permintaan Membayar Dari DPMK;

b. Peraturan Kampung (Perkam) mengenai APBK;

c. APBK masing-masing kampung;

d. Surat pengantar yang ditujukan Ke

Kampung,

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;

. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian

Keluaran Dana Desa Tahun Sebelumnya,;

h. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian
Keluaran dana Desa Tahap I, Tahap II Tahap III
tahun Berjalan

1. Surat rekomendasi Kepala Distrik;
Laporan Konfergensi Pencegahan Stunting Tingkat

Desa dan Kabupaten;
k. Surat Hasi Verifikasi dan Pendampingan.

kepala

m = o
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(7). Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Dan
Kampung Kabupaten Deiyai Sebagaimana pada ayat
(5) meneruskan Kepada Bupati Deiyai

(8). Kepalan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan
Kampung Kabupaten Deiyai Sebagaimana pada Ayat
(5)  jupan  menyampaikan  kepada kepala badan
Pengelolann Keungan dan Aset Kabupaten Deiyai

(9). Kelengkapan  Dokumen  Pencairan Dana Desa
sebagnimana  dimaksud pada Ayat (6) tercantum
dalam lamipiran Il yang meerupakan Bagian Yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Deiyai

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26

(1). Pemerinah Daerah Kabupaten melakasanakan fungsi
pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi
terhadap penggunaan Dana Kampung sejak Proses

perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan
pemanfaatannya;

(2). Pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas dona
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilimpahkan kepada Dinas pemberdayaan dan
Masyarakat Kampung dan Kepala Distrik;

(3). Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), pemerintah kabupaten
menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada
desa yang dibantu oleh Pendamping Deta (Tenaga

Ahil Kabupaten, Pendamplng Desa Tingkat Distrik
dan Pendamping Lokal Desa).
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BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 27

(1). Bupati menyampaikan laporan penetapan prioritas
penggunaan dana Desa discrtai dengan softcopy
kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa
kepada Menteri c.q- Direktur Jenderal

Pembungunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

(2). Laporan penctapan prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai
dengan forma! sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3). Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat.(1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan
setelah APB Desa ditetapkan.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi
penerapan prioritas penggunaan Dana Desa yang
akuntabel dan transparan dengan cara:

(1) Pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui
Pusat Pengaduan  Masalah  (crisis  center)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi, website LAPOR Kantor
Sekretariat Presiden, Bupati dan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang;

(2) Pendampingan desa termasuk terhadap proses
penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan/atau

(3) Studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek
baik dan buruk kampung-kampung dalam
penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai
kewenangan.
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BAB X
SANKSI
Pasal 29
(1). Bupati Menunda Penyaluran dana Desa dalam hal :

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, b, ¢
dan ayat (2) hurufa, b, c;

b. Terdapat sisa dana Desa direkening Kas desa
(RKD) tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30%
(tiga puluh persen); dan atau

c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

(2).Penundaan penyaluran dana Desa Sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap
penyaluran dana Desa Tahap II tahun Anggaran
Berjalan Sebesar Sisa dana Desa Direkening kas
Desa (RKD) tahun Anggaran sebelumnya;

(3). Dalam Hal Sisa dana Desa di Rekening Kas Desa
(RKD) tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari
jumlah dana desa yang Akan disalurkan pada tahap
II, penyaluran dana Desa tahap II tidak Dilakukan;

(4). Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan
Juni tahun anggaran berjalan sisa dana Desa di
rekening Kas Desa (RKD) tahun Anggaran
sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh
persen), penyaluran dana Desa Yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
disalurkan dan menjadi sisa dana Desa di Rekening

Kas desa (RKD);

(5). Bupati Melaporkan dana Desa Yang tidak disalurkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK
fisik dan Dana Desa ;

31

v

Dipindai dengan CamScanner



dapat pDisalurkan

. Dana '
N sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) tidak dapat
disalurkan kembali ~ pada tahun  anggaran

(7).

(8).

(1)

(2)

Berikutnya.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ disampaikan oleh aparat pengawast
al didaerah dalam hal terdapat potensl

fungsiaon
penyimpangan penyaluran

atau telah terjadi
dan/atau penggunaan dana Desa.

Rekomendasi sebagaiaman dimaksud pada ayat (7)
disampaikan kepada bupati dengan tembusan
kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK
fisik dan Dana Desa sebelum batas Waktu tahapan
penyaluran sebagaimana Dimaksud dalam pasal 18.

Pasal 30

Bupati menyalurkan kembali Dana Desa Yyang

ditunda dalam hal:

a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a telah
diterima kepala KPPN selaku KPA penyaluran
DAK fisik dan dana Desa ;

b. Sisa Dana Desa direkening Kas Desa (RKD) tahun
anggaran sebelumnya kurang dari atau sama
dengan 30%; dan

c. Terdapat usulan pencabutan rekomendasi
penundaan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

Dalam Hal penundaan Penyaluran Dana Desa

Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a dan

huruf ¢ berlangsung sampai dengan berakhirnya

;ai:;n Enggarap berjalan, Dana Desa tidak dapat

urkan lagi dan menjadi sisa dana Desa

Rekening Kas Desa (RKD);
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(3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa Direckening Kas
Desa schagaimana dimaksud pada yat (2) kepada
kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan

dana Desa
(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang

bersangkutan mengenai dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaiaman dimaksud pada ayat
(2) paling lambat akhir bulan November tahun
anggaran berjalan dan akan dianggarkan kembali
dalam rancangan APBDes tahun anggaran

Berikutya.

(5) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang
bersangkutan mengenai Dana Desa di Rekening
Kas Desa (RKD) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dalam rancangan APBD tahun anggaran
berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan

penyaluran sebelum minggu kedua bulan juni
tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan
permintaan penyaluran sisa Dana Tahap II yang
belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara
(RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) kepala Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa paling lambat minguu ketiga bulan Juni

tahun anggaran berjalan.

(7) Dalam  hal bupatai tidak menyampaikan
permintaan  penyaluran  kembalisebagaimana
dimaskud pada ayat (6), sisa Dana Desa di
Rekening Kas Desa (RKD) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 31
(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana
Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi
penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b, masih
terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa

(RKD) lebbih dari 30% (tiga puluh persen).
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(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran
Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3)  Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada
kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan

Dana Desa.

Pasal 32
(1) Pemotongan, pemungutan dan penyetoran pajak
mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku.
(2)  Ketentuan perpajakan dalam ayat (1) meliputi :
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari
Dasar Pengenaan Pajak (DPP); dan
b. Pajak Penghasilan (PPh).
(3) Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ayat (2) meliputi :
PPh 21, PPh 22, dan PPh 23.
(4) Sifat kegiatan yang dapat dipungut dari Dana Desa
meliputi :
a. Kegiatan Fisik kontruksi.
b. Kegiatan Fisik no Kontruksi

c. Operasional
(5) Penetuan Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ayat (2)
dilakukan berdasarkan kegiatan yang didanai dari
Dana Desa.

(6) Kampung-kampung yang sesuai ayat (5} wajib
menyetorkan ke kas Negara sebagai setoran pajak
dari kampung bersankutan ke bank atau kantor
Pos.

(7) Sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib
disetorkan masing-masing kampung sebagai syarat
pencairan dana desa tahap berikutnya.

Pasal 33
(1) Sesuai dalam pasal 20 ayat (6) wajib disisipkan da
dilaporkan masing-masing kampung sebelum
melakukan pencairan dana desa tahap I maupun
pencairan dana desa tahap berikutnya di Tahun

Anggaran 2021.
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(2) Kampung-kampung dalam ayat (1) apabila tidak

dipenuhi maka tidak dapat melakukan proses

pencairan dana desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Ketentuan mengenai :

a. Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di
Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2021 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Deiyai.

b. Format kelengkapan dokumen pencairan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (6)
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Deiyai.

c. Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati Deiyai.
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Waghete
Pada tanggal 8 Februari 2021
BUPATI DEIYAI
ttd

ATENG EDOWAI
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Diundangkan di Waghete
pada tanggal 9 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI,
ttd

YAN GIYAI

BERITA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;

2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Deiyai di Waghete;

4. INSPEKTUR Kabupaten Deiyai di Waghete;

5. Kepala BPKAD Kabupaten Deiyai di Waghete;
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LAMPIRAN | PERATURAN BUPATI DEIYAI

Nomor : 2 Tahun2021
Tanggal . 8 Februarl 2021
KABUPATEN DEIYAI
TAHUN ANGGARAN 2021
Jumiah Penduduk (10) Jumlah Penduduk Miskin (S0) Luas Wilayah (15) IKG (25)
Alokas! Pagu Dana Desa per-
No. Nama Desa Aiokasi Dasar Rasio Jumiah | Rasie Indeks |Rasio Indeks Total | L sarka Desa
Jumilah Jumniah Luas |Raslo Luas Bobot erdasarkan
Penduduk jumlah | Bobot |Pendudu Bobot Wilayah | Wilsyah Bobot | Kesulitan | Kesulitan | Bobot Farmula
Penduduk k Miskin 1-—.”*””_:- ve Geografls | Geografls
(1) 2! [3) (1) () (6) (7 {8) (s) (10 (11) (12} {13) {14) (15) Y+{9)+(7 (17} (18)=(3) +{17)
1 ne
1 WAG=ETE! 500 &28 183 4376 4 828% 0.00 820 2.21% 0.01 8 0.48%| 0.00 20 0 51%| 0.00 1.79% 199,611,056 700,039,249
2 2"0UdR 530 428 193 2432]  2681% 0.00 1480 3.98%| 0.02 7 0.42%| 0.00 47 120%] 000]| 262% 292,953,796 793,381,990
3 DIEGE SO0 428,193 2066|  2.280% 0.00 323 087%| 0.00 7 0.42%| 0.00 42 107%| 000] 0.99% 110,904,776 611,332,969
< WAG=ETER SO0 £28.193 2168 2.392% 0.00 456 123% 0.01 7 0.42%| 0.00 41 1.05% 0.00 1.18% 131,660,532 632,088,726
S WYL WS £00 428,193 1960 2.163% 0.00 1465 3.64% 0.02 7 0.38%| 0.00 51 1.30% 0.00 2.57% 287,047,057 787,475,251
[3 BOM &L $00.428 193 1164 1.284% 000 96 0.26% 0.00 8 0.49%| 0.00 53 1.37% 0.00 0.67% 75,288 873 575,717,067
7 ONEIBS S0C.£28.193 1720 1.898% 0.00 1059 2.85% 0.01 8 0.47%| 0.00 57 1.46%| 0.00 2.05% 228,233,235 729,661,428
€ 8OO I 5037 426.153 1280|  1412% 000 51 0.14%| 000 63 3.62%| 0.01 47 1.20%| 000 1.05% 117,556,362 617,984,555
€ WITANS $00 428,183 1168]  1.290% 0.00 32 0.09%| 0.00 50 2.87%| 0.00 47 1.21%| o000 | 0.90% 101,057,564 601,485,757
10 BOhACT 500 £28.183 1057 1210% 0.00 41 0.11% 0.00 50 2.87%| 0.00 35 0.89% 0.00 0.83% 92,654,426 593,082,620
11 AN AZD S00 £2B.183 1682 1.856% 0.00 41 0.11% 0.00 50 2.87%| 0.00 55 1.42% 0.00 1.03% 114,715,381 615,143,574
12 LV SO0 £2€ 1983 1342 1488% 0.00 23 0.06% 0.00 65 3.73%| 001 45 1.24% 0.00 1.05% 117,369,000 617,897,194
13 | ucee $00.42€,193 1282  1426% 000 24 0.06%| 0.00 50 2.87%| 0.00 47 120%| 000 091% 101,329,990 601,758,183
12 | E_w2UuDMm 500 428 193 450]  0.933% 000 38 0.10%| 0.00 60 3.45%| 0.01 S4 138%) 000) 101% 113,074,282 613,502,476
1S 1830~vC 500428 193 1165 1.285% 000 32 0.09% 0.00 65 3.73%| 001 42 1.07% 0.00 1.00% 111,643,997 612,072,190
1€ TEONLXEED 500 £2€ 183 113C 1.247% 0.0¢ 31 0.08% 0.00 62 3.56%| 0.01 57 1.45% 0.00 106% 113,844 434 619,272,627
17 CHOMTTAD S0C 428 193 95 1.051% 0.00 16 0.04% 000 70 4.02%| 0.01 55 1.42% 0.00 108% 121,136,001 621,564,194
if ~ABa 500 183 1279 1411% 0.00 26 0.07% 0.00 50 2.87%| 0.00 35 0.89% 0.00 083% 92,807,130 593,235,383
1c YEEL Y 500 £2§ 183 1422 1565% 0.00 43 0.12%| 000 50 2.87%| 000 52 133%| 000] 098% 109,295,024 609,723,217
0 NUGOUS 500 428 163 1874]  2.178% 0.00 27 0.07%| 000 60 3.45%| 0.01 46 117%| 0001 106%| 118,987.890 615,416,084
v InG v
1 DEAWAELCLT L S, £28 153 20ES 2.300% 0.00 82 0.22%| 0.00 0 0.02%| 0.00 40 1.03% 0.00 o.moﬁ 67,109,193 £67,537,386
2 FOrSEEvE ST £25 192 2388] 2 635% 0.00 1543 415%| 002 8 0.43%| 0.00 s3 136%| 000 2.74% 306,626,928 807,055,121
3 Ve b TEKSTU SOC £28 183 1170  1291% 000 742 2.00%| 001 7 0.40%| 0.00 62 158%| 0.00]| 158% 177,005,954 677.434,147
4 FEVERL SO0 L2E 183 1773 1.956% 0.00 674 1.81% 0.01 10 0.59%| 0.00 64 1.65% 0.00 1.60% 179,127,349 679.555.542
5 WETIYA S0 478153 1806]  1.933% 0.00 1806 486%| 002 7 0.40%| 0.00 69 176%| 0.00) 3.13% 349,706,761 850,134.954
[3 \POFE 570 42E 153 £47 0.935% 0.00 609 164% 0.01 8 043%| 0.00 71 182% 0.00 1.43% 160,077,718 660,505,912
7 D& YOOLG! SO 428 183 1121 1237% 0.00 823 2.21%] _0.01 0 0.02%| 0.00 57 147%| 000]| 160% 179,068,269 670 496 462
£ EDAGCTAUA S0 L1k 153 5i&|  0S72% 000 32 0.09%| 0.00 10 0.57%| 0.00 68 1.75%)  0.00]| 062% 69,609,914 570.038 107
] UDLIGILL SOC 428 153 S35 0543% 0.00 (13 0.18% 0.00 4 0.23%] 0.00 45 1.15% 0.00 0 50% 56,396,368 556,824 561
10 DAYIBD S0 £28.163 755 0#11% 000 52 0.14%] 0.00 4 0.23%| 000 70 180%] 0.00| 0.64% 71,445 447 571873640
11 EAGUIMOMA S A28 193 10350 1124% 0.00 29 008%| 0.00 7 0.40%| 0.00 65 168%| 000| 063% 70,562,559 570,850,752
12 BAGoU SO0 ALE 193 13450 312€3% 0.00 12 0.03%| 0.00 5 0.29%| 0.00 a7 120%) 0.00] 049% 54,355,745 §54.783 938
13 BAGCU I! S 425192 76| 0.B45% 0.00 18 0.05%)  0.00 8 0.46%| 0.00 69 177%| 000} 062% £9,356,301 569,.784.494
14 DAGOKEED SUD L3k 193 s1e]  1.008% 000 29 008%| 0.00 3 F[‘W_yl 0.00 75 1.92%] 000 | 065% 72,313,761 572,741,855
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LAMPIRAN | PERATURAN BUPATI DEIYAI

Nomor 2 Tahun 2021
Tanggal : 8 Februarl 2021
KABUPATEN DEIYAI
TAHUN ANGGARAN 2021
Alokas] Berdasarkan Formula
Jumiah Penduduk (10) Jumiah Penduduk Miskin [50) Luas Wilayah (15} IKG (25) ot Alokas! Pagu Dana Desa per-
Raslo Indeks |Raslo Indeks ota Berdasarkan Desa
Alokas! Dasar R Jumlah
Nt Sy o Pendudu| Mmiash | gopoy | Lues (Rastolusi oo fyecutitan | Kesulitan | Bobot | Bobot Formula
Jumiah | Bobot | Pendudu Witaysh | Witayah fla
Pondubk Penduduk X Miskin | Penduduk Geografls| Geogra
Al t >
2 15) ) +(9) + (1 (17) 18)=(3)+ (1
T = D] I ~(5) s (7) (8) (s f10) {11) 12) {13) {14) {
B . IBOWDUSADD L 5 67 1.72%] _0.00| 218% 243,286,576 743,714,769
2 | xoFal { 500,228,153 1110] 1225%| 0.00 1110 299%| 001 15 g.;;; g.gg > T T T T 485 366 854 525 735 047
e - e ere e e 6490: g‘g: 2[6) 1'14% 0.00 80 2'05% 0.01] 2.80% 313,186,412 213,614,605
: 81 X ] . . X . 1864
LR _KOPALY 20 218307 e L B 00| 1aa% 161,175,739 661,603,932
oG 500 &28 1S3 £01| 08#82%| ©.00 230 0.62%| 0.00 70 4.02%| 0.01 69 1.76%) 0. 3 SErTh
— 500 428 183 2760 0.305% 0.00 181 0.49%| 0.00 38 2.16%| 0.00 55 1.41%| 0.00| 0.95% 106,189,669 606,617,
§ ] VEWADDI 00 23 - - . .03 114,578,288 615,006,481
€ | wudrTan 500 428 153 66c|  0.738%| 000 205 0.55%| _ 0.00 10 0.59%{ 0.00 32 235%| 0.01] 1.03% 14,5
4
IV NG BARAT - S0Scas
3\ LYRTE 500 428,183 2487  2744%|  0.00 2150 5.79%| 0.03 18 1.04%| 0.00 59 150%| 0.00| 3.70% 413,477,494 2;; :gi =
2 | YPr& 500 £2€,793 1325)  1462%| 0.00 682 1.84%|  0.01 1 0.05%| 0.00 74 1.89%| 0.00| 154% 172,472,971 501,
3 | DIGIBAGLYL 500 428,153 12301  1.357%]  0.00 1166 3.14%| 0.02 1 0.05%| 0.00 51 131%| o000l 204% 228,003,706 728,431,899
e 1 otwas & 500 428 163 120/  1.787%|  0.00 1282 3.45%| 002 41 2.36%| 0.00 63 162%| 000]| 2.66% 297,603,459 798,031,652
€ | WIDUWANYE £00 428 193 1158  1.278%|  0.00 1118 3.01%| 0.02 11 0.64%| 0.00 53 137%| 0.00| 2.07% 231,422,297 731,850,450
E | IWLAEL $00 428 193 1433]  1581%| 0.00 1372 3.69%| 0.02 1 0.06%| 0.00 68 1.75%| 0.00] 2.45% 273,832,554 774,260,747
7 | trane 5070 426 163 71s|  o7eox| o000 715 1.92%| 0.01 39 2.24%| 0.00 64 165%| 0.00| 1.79% 200,006,900 700,435,094
£ | 500,628 193 185e[  2050%| 000 271 2.34%| 001 43 2.49%| 0.00 45 115%] 0.00| 2.04% 227,602,617 728,030,810
< 500,428 193 1854] 2 156%|  0.00 1238 3.60%| 0,02 48 2.73%|  0.00 42 1.09%| 0.00] 2.70% 301,581,916 802,010,108
10 Vo RGO K 500 428 393 27|l 2722%] 000 1936 5.21%| 0,03 37 2.11%| 0.00 46 118%| 000} 3.49% 389,958,723 890,386,916
11 WAL RD 500,428,153 1380 1523%( 000 1380 3.71%| 0.02 52 2.98%| 0.00 47 120%] 000} 2.76% 308,163,467 808,591,660
12 CAA DB 500,628 1532 1812)  1.999% 0.00 1444 389%| 002 65 3.73%| 0.01 41 104%| 0.00] 2.96% 331,105,131 831,533,325
13 v a0l 500,428 353 741  0B18Y 0.00 49 0.13%| 0,00 7 0.39%| 0.00 44 112%] 000} 0.49% 54,430,552 554,558,746
12 Civk SO0 42€ 193 665 073¢%] 000 53 0.14%| 0.00 9 0.51%| 0.00 67 172%| 0.00| 0.65% 72,804,115 573,232,308
5 Givk o E | 500 428 163 £12]  0&57%| 000 63 0.17%| 0,00 9 0.51%| 0.00 70 1.78%) 000]| 0.70% 77,822,895 578,251,088
16 ONAGD 1 SOC A28 393 761 0 BAO% 0.00 57 0.15%| 0,00 9 0.50%f 0.00 62 1.60% 0.00 0.63% 70,858,587 571,286,780
17 ONALGL | SUL A28 163 1178  1300%] 000 41 0.11%|  0.00 8 0.44%| 0.00 63 163%| 0.00| 0.66% 73,399,869 573,828,062
1€ TENELAG SULLIE 153 572)  1072%] 000 44 0.12%| 0.00 8 0.45%| 0.00 63 163%] 0.00]| 0.64% 71,678,470 572,106,663
15 1LY PE SULAZE 193 C3e|  0704%] 000 51 0.14%]|  0.00 8 0.47%| 0.00 63 163%| 000] o062% 68,929,199 569,357,392
20 ¥ OO AN S 42k 1532 1045 1157%] 000 48 0.13%| 0.00 7 0.40%| 0.00 64 164%| o000] o0.65% 72,819,364 573,247,557
71 WAL SOUAZE 353 ee2]l  ooivk| 000 19 0.104] 0.00 9 0.51%| 0.00 81 208%| o0o01] 075% 83,491,513 583,919,707
22 OB SOLAZE 163 1] 0950% 0.00 16 0.10%] 0.00 9 0.51%]  0.00 73 188%| 0.00| 0.69% 76,981,160 577,409,354
v VAPIEAYE
; "fj’r“ e oAz = ";::" 2 £ zg{: 2a0a] 663%] 003 as | 261%| _0.00 78 2.00%| 000 aa8% 500,461,649 1,000,385,842
z '”,_;I,w_‘w“ e :9:7 :ur; 1 = 3‘4 X 103 0.28%|  0.00 53 30a%| 0.00 70 1.79%|  000] 1.11% 124,122,730 624,550,923
2 ;a( U L + o Z”,A : ;’o 1?; 0.29%] 000 50 2.87%| _ 0.00 86 2.21%|  D.01 1.25% 139,280,445 639,708,639
— — — 4 I3% J J 9% 5 Gl 6o 1,
= LT STYEYC o T — :', 029%| 000 59 3139%|  0.01 61 155%]  000] 110% 123,401,321 623,829,515
3 . )1 0274 000 56 122%)  0.00 67 171%{ 000 ]| 1.13% 126,699,877 627,128,069
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LAMPIRAN | PERATURAN BUPATI DEIYAL

Nomor 2 Tahun 2021
Tanggal 8 Februarl 2021
KABUPATEN DEIYAI
TAHUN ANGGARAN 2021
‘ Alokasi Berdasarkan Formula
A Jumish Penduduk (10) Jumlah Penduduk Miskin (50) Luas Wilayah {15) IKG (25) » Dane Do
v Nama Dess Alokasi Dasyr Alokas] agu Dana Desa per-
romtay | R3Sl Jumiah | Rasio indeks |Raslo Indeks Total | o iasarka Desa
Jumiah | Bobot |Pendudy| Humiah Lues {Rasio Luss Bobot >
Penduduk v X Bobot Wilaysh | Witayah Bobot | Kesulitan | Kesufitan | Bobot Formula
i % Penduduk k Miskin ""“"‘m"‘“: va Geografis| Geografis
—— = : = o (5} (8! (7] (8) () {10) (11) (12) (13) (14) (15) ) +(9)+( (17) {18)=(3) +(17)
Tot | sssazesseso| o ‘
L { 50 ‘ 0,633 100% 0.10 | 37,165 100%| 0.50 1,741 100%| 0.15 3,897 100% 0.25 100%| 11,176,229,650 44,704,918,600
Kortgl Penghiungan Bobat
Paga Dama Dest Kabupaten X TR SIS0 (o » 10% (g)
Pagu Nokas Dase [T5% < AX S0% ()
Fage Bagien For—dla (T5% LW 15% (i)
it Desy G 25% (j)
Di tetapkan di : Waghete
Pada tanggal : 25 Februari 2021

BUPATI DEIYAI

ATENG EDOWAL, S.Pd PAK, M.Pd

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN I1 : PERATURAN BUPATI DEIYAI
NOMOR :2 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 FEBRUARI 2021
PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP

TENTANG : PE
KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021,

~Jabatan  Besaran Jumlah /bulan
f e (R

Kepala Kampung ] OO‘/o 3.200.000
Sekretaris '80% dari penghasilan tetap 2.560.000 \
Kampung Kepala Kampung per bulan

Kepala Seksi | 65% dari penghasilan tetap 2.080.000 \
dan/Kepala Kepala Kampung per bulan

Urusan |

BUPATI DEIYAI,
ttd

ATENG EDOWAI
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYALI,

ttd

YAN GIYAI

an aslinya;
o\ HUKUM,

37
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LAMPIRAN 111 : PERATURAN BUPATI DEIYAI

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENETAPAN TUNJAGAN JABATAN DAN
TUNJANGAN JAMINAN KESEHATAN
UNTUK KEPALA KAMPUNG DAN

PERANGKAT
ANGGARAN 2021.

KAMPUNG  TAHUN

A. Tunjangan Jabatan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung

_Tunjangan Jabatan

Kepala qupung

Sekretaris Kampung

Kepala Seksi dan/Kepala Urusan

| Per Bulan | Keterangan
500.000 12 Bulan |
300.000 12 Bulan
200.000 12 Bulan \

B. Jaminan Kesehatan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI,

ttd

YAN GIYAI

Salinafise i gdaNaslinya;
KPALA BAGIAI BYKUM,

<

38

Tunjangan Jabatan Per Bulan | Keterangan |
Kepala Kampung 295.680 12 Bulan |
Sekretaris Kampung 236.544 12 Bulan |
Kepala Seksi dan/Kepala Urusan 192.192 12 Bulan |
BUPATI DEIYAI,
ttd

ATENG EDOWAI

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI DEIYAI
NOMOR :2 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENETAPAN TUNJANGAN JABATAN
BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

Jabatan | Jumlah Besaran Jumlah/bulan
o B e (Rp)
Ketua 1 Orang | 65 % dari penghasilan tetap 2.080.000
Kepala Kampung per bulan
Wakil Ketua | 1 Orang | 55% dari penghasilan tetap 1.760.000
Kepala Kampung per bulan
Sekretaris 1 Orang | 45% dari penghasilan tetap 1.440.000
Kepala Kampung per bulan
Anggota 2 Orang |40% dari penghasilan tetap 1.280.000
Kepala Kampung per bulan

BUPATI DEIYAI,
ttd

ATENG EDOWAI
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI,

ttd

YAN GIYAI
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